
BUPATI TASIKMALAYA 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 30 TAHUN 2013 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 56 TAHUN 2011 
TENTANG TATA NASKAH DINAS 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

: a . bahwa dalam rangka efisien dan efektivitas pe1aksanaan 
Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Tasikmalaya, maka terdapat beberapa ketentuan yang 
harus disempurnakan sehingga perlu mengubah Peraturan 
Bupati Tasikmalaya Nomor 56 Tahun 2011 ten tang Tata 
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Tasikmalaya; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati 
Tasikmalaya ten tang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Tasikmalaya Nomor 56 Tahun 2011 tentang Tata Naskah 
Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. 

l. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Barat ( Berita Negara Tahun 
1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 1968 ten tang Pembentukan Kabupaten 
Purwakarta dan Kabu paten Su bang dengan mengu bah 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 ten tang 
Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1968 Nomor 31 , Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ten tang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diu bah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang­
Undang Nomor 32 Tahun 2004 ten tang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
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Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4844)Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 
ten tang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

4. Peraturan Pemerintab Nomor 66 Tabu n 1951 tentang 
Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1951 omor 11 1, Ta l bahan Lembara n Negara 

Republik Indonesia Nomor 176); 

5 . Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 ten tang 
Penggunaan Lamban g Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tah un 19 Nomor 1971, Tambahan Lem baran 
Negara Republik In donesia Nomor 1636); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 200 '1 tentang 
Pem bagian U I'u san An tara Pemerin tab, Pem erin taban 

Daerah Provinsi a n Pemerintahan Kabupa ten/Kota 

(Lembar Tegal'a R'epub " , Indonesia Tahun 2007 Nomor 
82 , Tamb 

737 ; 

n Lernbarar1 egara Republik In donesia Nomor 

7 . Peraturan Pemerint h Nomo 41 Tah u n 2007 ten tang 
Organ 'sa i Peran ::rka t Daerah (Lembaran Negara Republik 

Ind nesia Tahun 2 07 Nomor 89, Tam bahan Lembaran 

Negar RepubJik I donesia Nom or 4741 ); 

8 . Peraturan Mented Dalam Negeri Nornor 54 tabun 2009 

tentang Pedoman Tat naskah din as di Lingkungan 
Pem erin tah Daerah; 

9 . Pera tura n Men teli Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 
ten tang Pembentu (ar -roduk Llukum aerah; 

10. Pera turan Daerah Ka upaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 

200 "- ten "1g Satuan olisi Pamong Praja; 

11. Peraturan erab NomOI tahun 2007 tentang Urusan 
Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 
2008 ten tang Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikamlaya 
dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 

2008 ten tang Dinas Daerah Kabu paten Tasikmalaya 
sebagaimana telah diubah beberapakali terakh ir dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 
2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 ten tang 

Dinas Daerah Kahu paten Tasikmalaya; 
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14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 
2008 ten tang Lembaga Teknis Daerah dan Kantor 

Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tasikmalaya; 

15. Peraturan Daerab Kabupaten Tasikmalaya Nomor 17 Tabun 
2008 tentang Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Nomor 17 Tahun 2008 ten tang Inspektorat Kabupaten 

Tasikmalaya; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 
2008 tentang Kecamatan di lingkungan Pemerintah 
Kab pr ten Ta ik alaya; 

17. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 56 Tahun 2011 

ten tang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pem erin tab 
Ka b upaten Tasikmalaya. 

MEMUTU SKAN : 

: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
NOMOR 56 TABUN 201 1 TENTANG T TA NASKAH DINAS DI 
L 'JGKUNGAI EMERINTA l(ABUPATEN TASIKMALAYA 

Pasal I 

Beberapa ketent uan dalam Peraturan Bu pa i r a i1 l1.1alaya Nom or 56 Tahun 2011 

ten tang Tata Naskah Dina s di Lingkungr Pemerin tah Ka bupaten Tasikmalaya, 
diubab sebagai berikut: 

Ketentuan Pa sal 32 d iubah sehin )' a berbunyi s bagai beriku t : 

Pa<::al 32 

(1) Kepala bagian, kepala bidang menandatangani naskah dinas dalam 
bentuk d an susu nan s rat sebagair ana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri 
atas: 
a. Surat Perint h ; 
b. Nota Dinas; 
c. Nota Pengajuan Konsep skah Dinas; 
d. Lembar Disposisi; 
e. Telaaban Staf 
f. Laporan; dan 

g. Daftar Hadir. 

(2) Kepala bidang atas nama Sekretaris SKPD menandatangani naskah dinas 
dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 

terdiri atas: 
a. Surat Biasa; 
b. Surat Keterangan; 

c. Surat Perintah; 
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d. Nota Dinas; dan 
e. Daftar Hadir. 

(3) Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD atas nama Sekretaris DPRD 
menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat 
sebagaimana dimaksud dalam pasallS terdiri atas: 
a. Surat Biasa; 
b. Surat Keterangan; 
c. Surat Perintah; 
d. Nota Dinas; dan 
e. Daftar Hadir. 

(4) Kepala Bagian un u k e ia 
dinas dalam entuk dan sus 

e andatangani naskah 
.., .... ~ .. <.U. J ..... an dimaksud dalam 

pasa1 15 terdiri atas: 
a. ura Biasa; 

S rat Keterangan; 
c . Surat Perintah; 
d. Nota Dinas; 
e . Daftar Hadir ;dan 
f. Surat Pengantar; 
g. Surat Perintah Perjalanan Dina s. 

Pasal II 

Peraturan upa IIi mulai berlaku pad a tan al diundan ka . 

Agar setia p orang m g tah inya, 
Bupati in i dengan p empat nya d 

itetap an di inga ama 

eraturan 
malaya. 

pada tan ai, 1. ember 201 3 

Diundangkan di Singaparna 
pada tanggaI z~ l.ovenl.be r 2013 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TASIKMALAYA 

;: UPATI TASIKMALIl.vf 

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2013 NOMOR 


